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“Kalau hanya diperiksa, direview,diukur
tentang pengelolaan daerah kami…pasti
ada kesalahan ditemukan…. Yang kami 
perlukan pendampingan untuk lebih
baik…”

(Bupati di Kalimantan Tengah 2015)
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Pembagian Peran

Monitoring-Verifikasi capaian
pemda
Evaluasi indikator dan sub
indikator MCP
Tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
Penerbitan regulasi dan kebijakan
terkait.

• Pendalaman upaya pencegahan
korupsi pada elemen yg beresiko
tinggi.

• Evaluasi indikator dan sub
indikator MCP

• Penyelenggaraan sistem Informasi
dan Teknologi MCP (server,
database, update data dll)

• Survey Penilaian Integritas-SPI

• Bersama Kemdagri memonitor
capaian pemda

• Evaluasi indikator dan sub
indikator MCP

• Berkoordinasi dengan Kemdagri
memberi bantuan teknis ke
pemda.



Tim Pelaksana Eselon 1

Sekertariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Dirjen Bina Keuangan Daerah
Dirjen Pembangunan Daerah
Dirjen Bina Pemerintahan Desa
Dirjen Administrasi Wilayah
Dirjen Otonomi Daerah
Plus :
2 Direktur pelaksana unit
eselon 1

Deputi Koordinasi dan Supervisi
Plus :
Direktur 1,2,3,4 dan 5 Korsup

Deputi Informasi dan Data-INDA

Deputi Pengawasan Bidang Keuangan
Daerah
Deputi Bidang Akuntan Negara
Deputi Investigasi
Plus:
(2 direktur pelaksana dari setiap unit
eselon 1)
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Skor MCP dan Korupsi…

Pencitraan

Indikator MCP tinggi
Korupsi tinggi –
misal: OTT terjadi
Pengaduan

Komitmen Rendah

MCP selalu rendah setiap
tahun
Tidak ada upaya perbaikan
Korupsi Tinggi

Komitmen Tinggi

• MCP berangsur
meningkat

• Pengaduan masih
banyak, korupsi masih
marak

Komitmen
Tinggi …
Perbaikan
Terjadi …
Pengaduan
dan Kasus
menurun…



Tindak Lanjut…

• Pelatihan penggunaan MCP 
bersama diikuti Kemendagri
dan BPKP-8 sessi

• Tim Pelaksana terbentuk
(Eselon 2 dari Kemendagri
(6x2), KPK dan BPKP)
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